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WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2023
o TENTANG
i | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
|y TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BENGKULU,

: Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)

: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 !tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir
. dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
kN Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
' Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
A Undang-Undang dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah
,1i - Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
i Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan
i Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan -Rakyat Daerah (DPRD) untuk
g ; memperoleh persetujuan bersama; .

| i b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
| , diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

B T T

merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah '*

’ Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan

ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta
i Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang
| 1 telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada
{ tanggal 27 bulan September Tahun 2023;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapgtan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; .
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

' ' Indonesia Tahun 1945; |
9.  Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
| : Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecill Dalam
‘ Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran
/ Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia :

Nomor 1091); ‘ L
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 ' tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828};




IR X 4. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentané

o Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
LI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 4286);

IS Er 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2’004 tentang

[(RaE ’ Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik

S RE Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talnin 2004 Nomor 104, Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tamtahoo Lomhason
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ' .

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
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“‘__ . Al Thmsmealalile Tomdmws winda \'lam :')Q w
ane Mogooo Do = or £224), se

s telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
i Tahun 2022 tentang Peérubshsn Kedua Atas Undang-
13 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
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iR Peraturan Perundang- Undanpn (Lembaran ' Negara
i o Republlk Indoneﬁl& Tal.l AL ‘U“ A\VMWA - v,'&mmﬂ -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1),

gt C 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ' tentang
' Pemenntahan Daerah - (Lembaran Negara Republik

URE Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

e telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

| . 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 taméams Bemedotoboo Paoamch

P (Lembaran Negara Repubiik Indoncsia T TR G010 1YL
# 'ﬁ v 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
. Nomor 5679);
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Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
11 Indoz-ziZ Moz on 27T
ik o 11. Peraturan Pemerintah -Nomor 20 Tahun 1968 tentang
1 . Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
' Pelaksanaan Pemmntahan di Propinsi Bengkulu
oot rmiomiziz Tohun 1968
Nomor 34 Tambahan Lembearan Ne@.rai Republik
" Indonesia Nomor 2854);

12.. Peraturan Pemerintah ;Nomor 109 Tahun 2000 tentang

CC‘""‘ N DEPLAR 7 R -rr-.._1- ﬂ- wamate a-._ ut_ -0 v-....1..

{ “ ; Daerah (Lembaran N@Iﬁ Repubn.& InUuLcTa Taliun ZUUy
Al Lo ¢  Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
N i: Indonesia Nomor 4028;; :
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan ‘Pemetintah Nomor 23 Tahun 2005 téntang
Pengelolaan' Keuangan Badan Layanan Umum Umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
{Lembaran ' Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repub]ik
Indonesia Nomor 5340); -

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005. Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575); '

Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemcrininhzn fembooin Megooo
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Dommbinoan dan Dormgovrmean Danyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Negara = Republik
Indoriesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk indonesia Nomor 6041), '

Peraturan Peme:mtah Nomaor 1R Tahimn ’)01’7 tentang Halk
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
ﬁn"lq “‘“"ﬁﬂﬂ m’l!l‘mkon afon Mh.’—'m Pmemmh .
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Nomor 18: “Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan -
Rakyat Daerah ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemer €817,

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Icim)aran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repub]ik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tabun 20;.9 tentang
Pengelolaan' Keuangan' Daersh (Lembaran  Negara
Republik Indonesm Tahun 2019 Nomor 42, -Tambahan
Lembaran Négara Repubhk Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemmmtah Nmor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi' Penyelenggaraan Pemerintah
Daergh (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 532, Tambahan' Lembaran - Negara Republik
Indonesia Nomor 6323); :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomer 754], : b _




22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036},
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun
2015 tentang Produk Hukum Dacrah(Berma Negara
Republik Iridonesia Tahun 2018 Nomor 17 14);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repubhk Indonesia - Tahun 2020
Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan - Peraturan ' Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

Siiggaian Ioadapatan dan Belanja: - Daerah
(Berita Negara Republ:k Indonesia Tahun 2021

Nomor 431); -
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedom o= Pooomimim o Amamemewe Boedoeidos Ao

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (chta Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022
rmtnng Indikator 'l‘mglmt Kinerja Daerah dan Ketentuan
Ummuin Bagian Dana Alokasi Umumi yeang ditentukan
Penggunaannya Tahun Anggaran 2023; ‘

27. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daecrah
Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun
2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengiauilu
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentulan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lem*barah
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10). ‘*; =

28. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun' 2021
tentang P lolaan Keuangan Dacrah {Lembaran Daerah
Kota. u Tahun; 2021 Nomor 8, ,Tambehen
Lembaran DaerahKotaBengku]uNomor 02), oy y.

ER

29. Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 6 tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2023 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun
2022 Nomor 6}, .

Dengan Persemjuan Bersama : ; ﬁ
DEWAN PERWAKILA[N RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

oo dan o
WALI KOTA BENGKULU S
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Menetapkan

T
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MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN - DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2023.

'Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.
2.

10.

11.

Kota adalah Kota Bengkulu

Pemerintah ~ Kota adalhh Walikota sebagax unsur
penyelenggara Pemerintihan Daerah yang .memimpin

- pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadl

kewenangan daerah otonom.
Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.

Anggaran = Pendapatan ' dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalal Rancangan IoGongs
Tahu.nan Daerah yang ditetapkan dmga.n Pemtman
Daerah. ‘

Pendapatan Daerah adalah sernua hak Dacrah yang diakui
sshogal ponambah nilai kekoyaan bersih dalam penode

tahunanggaranberkenaan . o

Dana Transfer Umum adalah dana yang dlalokas:kan
dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai
dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentrahsasl

Dane_; Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah dengan fujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun
nonfisik yangmcrupakan urusen Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya chsmgkat DBH ada]ah
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN
yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan
angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuanga.n antara Pemenntah
Pusat dan Daerah :

Dana AlOkﬂSl Umum yang selanjutnya dmmgkai; DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

.'dlalokasman dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan = antar-Daerdhl untuk mendanai '’kebutuhan

Daerahdalatnran@capelakaanaan Desentrahsam [

Dana Aloks.m Khusus ymg aclanjumya d;smgkat DAK
adalhh danayang bersumber dari pendapatan APBN yang
] i kepada Daerah tertentu’ décngan tujuan
untuk . meémbantu’ mendanai kegtatan khusus - yang
merupaka.n  Urusan Pcmcrmtahan yang mmjadz
kewénangar! Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewagiban Pemenntah

Daerah ya.ng diakui sebaga.l pengurang nilai kekayaan
bersm dalam penode tahun anmran berkenaan
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12. Pembxayaan adalah seuap penenmaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan -diterima
kembahli, baik pada tahun anggaran berkenasn maupun
pads. 1 tahun—tahun anggaran berikutnya.

13. Pln]aman Daerah adalah semua transaksl yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menenmamanfantyangbermimuangdénpihaklam |
sehingga Daerali tersebut dibebani : kewagiban untuk
membayar kembali. -

14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk mveetasx
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya,' badan:layanan umum : daerah milik
Pemerintzh Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
Badan Usaha Milik- Daerah, koperasi, dan masyarakat
dengan hak memperoleh bunga dan pengembahan pokok
ijaman Lo

15. Sisa ‘Lebih Perhltungan Anggaran ya’ng selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan . pengeluaran anggdra.n selama 1 (satu) penode
anggaran : . :

! : Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran

2023 semula sebesar Rp. 1,322.822.381. 850 00 herinwans

sebesar | Rp  11.960.696.687,00 sehingga menjadl

Rp.1.310. &61 685.172,00, dengan rincian sebagai benkut.

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp -1 300.353.042.859,00

" b. Berkurang - ‘Rp. - (33.825.525.306,040} -~
Jumlah pendapatan daerah '
Setelah perubahan . Rp. L 266. 527 517 553, 00

2. Belanja Daerah :

a. Semula . Rp 1 .283.639.719. 880 00 :

b. Berkurang - Rp.: ({11.960.696. §87.QQ]

Jumlah belanja daera.h

setelah perubahan ' : Rp. 1.271. 679 023 193 00

3. Pembiayaan daerak .- - - ; o
© @, Penerimaan pembzaya,an : I
v 1}); Semula Rp.: 22. 469 339 000;00
. 2). Beﬂambah BL_Z.L&&&Z&&I&QQ
Jumilah penerimaan .
pemblayaan setelah:perubahan

‘ Rp. 44 334 167 619 00
b, Péngelﬁaran ‘pembiayhan’ - b i
Jumlah pengch;laran pembmyaan
tetap ;Rp. 39 182 65 1.979 00

'LE;m i E% (16 713 322. 979 00) .
2) Bertambah R - ) |

setelah perubatian ~© Rp. 515150564000

S;}salebxhpemhayaananggamn . :
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Pasal 2 bersumberdarl,

Anggeran pcndapatan daerah sebagaimana dJmaksud dalam

a.

(1)

2)

‘Jumiah Pendapatan Asli Daerah

b. 'Retnbusn Daerah

PendapatanAshDaerah |
1) Semula Rp. .328.991.450. 127 00
2) Berkurang Rp. {38.792.631. 002[.9

Setelah perubahan -

Rp. 290. 193.819.118,00
Pendapatan '’ Transfer o

1) ‘Semula’ "Rp. 969 561.592. 73200 o

2) Bertambah Rp. __4.967.105. 703,m
Jumlah Pendapatan Transfer

setelah perubahan Rp. 974.528. 698. 435,00
Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah S
Tetap | _ " Rp.  1.800. 000 000 00

Pasal4
Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dnnaksud dalam
Pasal 3 huruf a, bersumber dari: . ; :
a. PaJak Daerah ; : ; o
1)} Semula, Rp. 208441 768 400,00 |
2) Berkurang Rp.  (24,896.7 Q,§Q§.Q l
Jumlah Pajak Daerah '

setelah perubahan Rp. 183.545.012.895.00

"1 ‘Sethula: " Rp.: '41.449. 800000 00
2) Berkurang _L__[Q__QQQMQQI
Jumiah Retribusi Daerah :
-setela.h perubahan - Rp. 38 449 800 000 00
c. Hasil pengelolaan kekoyooz :.‘:.::':_": jang ﬂ;*_::h‘:.::
‘1) Semula, Rp. | 6.554.125.327,00, | .
2) Berkurang Rp. . (5. 253,153.152.00) |
1Jumlah . Hasﬂ pcngelqlaan kekayaan daerph yang
dipisghkan ; . - 0
-.isetelahlpembahan TR Rp. 1300 972 17500
d. “Lain- ia.m Pendapatan Asli Daérah Yang sah
') Semula Rp : 72 54575640000
2) Eer“kurang ‘ 'I Lt
i JumlahLLaxq -lain Pep.dapatan Ash Dacrah Yan%aah
- setelah perubahan | Rp. 66.903. 029.048, OO
Pendapatan Transfer sebagammna dnnaksud pada Pasal 3
huruf b, bersumber dari:. ;
a. ‘l‘ransfefPemeﬁmah Pusat R
1} Semula :  Rp. | 889 054, 163 000 00
3) Bérkuratg Rp. |  (650.059.705,00)
Jumlah'!‘ra.nsferPemmntahPusat S i
' Rp 888 395 103 295 00

!
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(2)

R
k B

b. Transfer anta.mdaerah CEF TS A
1} Semula Rp. 80.507.429.732,00
2) Bertambah Rp. 5.626.165. 40§,0
Jumlah Transfer antar daerah
setelah perubahan ‘Rp. 86. 133 595 140,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud daiam pasal 3 huruf ¢, bersumber dari :

Lain lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Jumlah Lain lain. pendapatan yang sesuax dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan ;

setelah perubahan Rp. 1.800.000.000,00

- Pasal §

Anggaran belanja daerah sebagannana dlmaksud dalam pasal
2, terdiri dari atas:

a.

(1)

Belanja Operasi = .

1) Semula "~ "Rp. 1 019.726.740. 006 00

2) Berkurang . +Rp.. [(16.253. 0387 9 T

Jumiah Belanja Operasi; | .

setela;!:x perubahan Rp 1 .003. 473 701 .287, 00

Belanja Modal SR

1} Semula Rp. 262 662.979. 874 00

2} Bertambah i @ _Rp. 42&234203200 :

Jumlah Belanja modal .. A

setelah perubahai’i o ' Rp. 266.955.'321.906,00

Belanja Tak Terduga . . L r

Jumlah Bclanja'l‘ak'!‘erduga S A ‘

setelah perubahan Tetap Rp. 1.250.000.000,00
Pasal 6

Belanja Opera31 sebagaxmana dnnaksud dalam pasal 5
huruf a, terdiri atas: ‘

a. Belanja pegawai :
1} Semula - Rp.' 624. 649.490.338, 00

2). Berkurang Rp'' 45.595.884. 929,00]
Jumlah Belanja pegawai . A .
.. setelah perubahan Rp 579 053 605 409 00
b. Bélanja bareng dan jasa
1} Semula -  :Rp. 360.003. 482..60‘8 00 4
2): Bertambah Rp. ' 16. 536.636.004,00.

J}unlah bela.n,;a barang -
dan Jasa sete]ph perubahan Rp. 376. 54[0 ]118 612 00

c. Belanja bunga . _
setelahlpcrubahan tetap ~ Rp. 111(?2.442.393,00

d. Belanja hibah.

1), Semula |, "Rp.‘;}:@z‘.ms.557.odo,bo

2) Bertambah ~'Rp. 13.600.810.206.00 ; ..
Jumlah Belanja hibah, . . o
setelah perubshan © © ° Rp. 46.249.367.206,00

u”

L.




e Bclanjabanmansosxal T
1) Semula - Rp.. 1.322.767.667,00

2) Berkurang Rp. (794.600. ggg,gg)
Jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubhhan - Rp. 528 167 667 00
(2) Belarqa modal sebaga.:mana dxmaksud da]am Pasal 5 huruf
b, terdiri atas: ' .
a. BelanjamodalTanah S ij‘
1) Semula ' Rp. 600.000.000,00

2). Bertambah ' Rp. 4.910.536.000.00
Jum]ahbelangamodalpm‘alatandanmesm .
setelah perubahan "Rp. 551053600000

b. Belan_;amodaipmlatandanmesm i
1) Semula ! ‘Rp. 55.249.997.353,00" 'x o
2) Bertambah  Rp. 612.717.528,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin  : . -
setelah perubahan . | . . Rp. .55.862, 714 881,00

c. Belanja modal bangunan dan Gedung -
1). Semula . - Rp. 52.749.774.200,00
2) Bertambah Rp. 1.418.824.746.00
Jumlah belanja modal ‘bangunan dan Gedung'
setelah perubahan . - Rp. 54. 168 598 946 00

d. Belanjamodal,;alan]anmndanmgam S
1). Semula -: - - Rp.. 118.632.431 .700,00
2} Bertambah 'Rp.__2.491.392.789.00
Jumlah belanja modal jalan, ]armgan dan irigasi
o tv e perubahan "7 “Rp. 121 123 824 489,00 -

e. Belanja modal aseet tetap lainnya :
1) Semula = Rp. 35.430.776.621, 00
2). Berkurang M&;M
Jumiah Belanja modal st ictap lunaya
setelah pcrubahan o Rp. 30. 289 647 590,00

(3) Belanja udak terduga sebmmana dnnaksud dalam Pasal
' 3 hv__ghf'n tardivi htag M‘qnia tidak terd'uga yaltu .
Jumlah belarija tak terduga .
setelahperubahan ~i... .Rp.. 125000000000

N T 1: 1

\ ., . Pasal7 . |
Anggaran pcmbxayaan dacrah sebagmma.na dxmaksud dalam
Pasal 2, terdiri atas: 1 - L. @ 10 TP I B ‘
a. Penerimaan pcmbaaya.an €0

1} Semu]d P Rpi . 22,469,339 000;00
2}) Beértambah . .21 828 00
JumlahPenenmaanpembmyaan : e I

'setelahpembahan R B “Rp. 4433416761900

b. Pengeluaranpembmyaan .
setclah pembalmn tetap Rp. 39. 1‘82.'66 1.979,00




(1)

(2)

(1)

(2)

4
i Pdsal&

Penerimaan pembmyaan sebagaimana dimaksud : pada
Pasal-7 ‘huruf 4, terdln atas Sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya
1) Semula Rp.. 22.469.339.000,00
2] Bertambah ‘Rp. _21.864.828.619.00

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
setelah perubshen | _ Rp. 44.334.167.619,00

Pengetuaran Pemblayaani sebaga:mana dimaksud pada
Pasal 7 huruf b, terdiri atas: T
a. Penyertaan modal daerah = | | E 5
Jumleh penyertaan modal daerah IR '
setelah perubahan tetap . Rp. = 1.800.000.000,00

b. Pembayaran ¢ c:cﬂan pokok utang yang jatuh. tempo
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh
tempo:

setelah perubahan tctap -~ Rp. 37.-:382.66 1.979,00

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan
dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023.

Keadaan darurat1sebagannana dsmaksud pad.a ayat (1) .

meliputi: S ‘

a. Bencana’ a]am ‘bencana non alam, bmcana social
dan /atau kejad.tan luar biasa; :

b. Pelaksanaan ‘operasi pencanan dan pertolonga.n,
dan/atau e

- C Kerusakan sarana/ pfasarana yang dapat menmngu

3)

kcgla.tan pelayanan pu

Keperluan mendesak sebmana d.lmakaud pada Pasai (1)
mehput: . | i :

'
\
e

o a Kebutuhhn daeral'i da]am rangka pelayanan ‘dasar

-masyamkatjanganggarannyabelum tereedlaﬁalam
bah

" b Bela.nja daerahyyang bers1fat menglkat dan bela.ma

yang: berprat wa;:b

¢. Pengeluaran daerah yang: berada dxtuar kendali

pemerintah: daerah dan tidak dapat: diprediksikan
sebelumnya, serta amanat . peraturan perundang
undangan; dan/atau § -

d. Pengelyaran daerah lamnyayang apabﬂa dltunda akan

menimbulkan kerugian yang ‘lebih besar. bagi
pemennt,ah Qacrah dan masyaralcat

o ‘ i S

‘ s 'l . ; L:i : P
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Pasallo )

Uraian leblh lanJut perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah secbagaimana dimaksud dalam. pasal 2,
tercantum dalam lampiran yang merupakan . bagan tidak
terpisahken dari Peraturan Deaerah Kota Bengkulu ini terdiri

dari:
1. Lammranl

2. Lamp1ranII

3. Lampiran I

4. Lampitan IV

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII .

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

11. Lampirgnm ’
12. Lampirén)m

13. Lamplranxm
.rj

14. Lamp:ra*.nXIV

15. Lampitan XV
16. LampxranXVI

ngkasan Perubahan - APBD .yang
diklasifikasikan Menurut. Kelompok dan

Jenis' = Pendapatan, . belanja, - dan
Pembmyaan, '

Ringkasan Perubahan APBD - yang
diklasifikasi menurit. - urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegmtan Sub Kegiatan,
Kelompok Jenis Pendapatan, Bela.qja, dan
Pemblayaan, e

Relmpﬂ:ulam Perubahan Belanja menurut
urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan beserta Keluaran; : .

Rekapitulasi Perubahan Belaqja Dacra...
Untuk  Keselarasan dan = Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara; '

' Rekapitulasi Perubahan Be]a.qla Untuk

Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Perubahan APED,;

Smkromsasx Program, Keglatan dan Sub
Kegiatan ' pada Perubahan RKPD dan

Perubahan PPAS dengan Rancangan

Pcrubahan APBD;

* sint si Program Prioritas Nasional
Ce ‘:jdenganpl‘l‘:’sl‘ammmwsba“m |
10. Lampiran X .

Daftar Jurlah ASN Per Golongan ' din Per
Jabatan 3
Daﬂ:aertangDazrah,

' Daftar 'Penyertaan Modal Daerah dan
Investaleaerahlamnya, E

-Pangure:manﬁsetTetapDaerahdanAset

Lain-Lain;:

Daftar * Sub ° Keg;atan 'l‘ahun Jamak
- Multiyears; - !
" Daftar Daiia Cadangan Daerah S

Daftdr Pirjamen Daergh;

N F



.12 -

Pasal 11

Wali Kota Bengkulu menetapkan peraturan tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja: Daerah scbageu
landasan operasmnal pelaksanaan APBD.

0
9

Pasal 12

Peraturan Daerah. uu mulal‘ berlaku pada tanggal
dlundangkan C ' e | s .
Agar setiap orang ' me'ngetahuinya ' memeﬁntahkan
pengundangan Peraturan Daérah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota; Bengkulu S

Ditétapkan di Bengkulu i1 &
pada tanggal 2 Nevenner 2023
N P] WALI KOTA BENGKULU,

ARIF GUNADI | i - -
Diwndangkan di Beagkulu

pada tanggal 28 Nevemkher ™ 2023 B ‘ -i; S ; SR

P QWRIQ DAERAH KOTA BENGKULU o R

i
!

«uw
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